
WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 81 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PROSEDUR PENYETORAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI
PENDAPATAN/BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

c.

1.

2.

bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan
wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat
mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai
perkembangan teknologi dan informasi;

bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran
belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat
jumlah, aman, efisien, transparan, dan akuntabel perlu
menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur sistem pembayaran
non tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Sistem Prosedur Penyetoran dan Pembayaran Non Tunai
Pendapatan dan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pontianak;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak
Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 133);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak
Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENYETORAN DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PENDAPATAN DAN
BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Walikota adalah Walikota Pontianak.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan
Keuangan Daerah Kota Pontianak.

6. Unit kerja adalah bagian PD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

8. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan

hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari
APBD.



10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada Instansi Pemerintah.

11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan
Pemerintahan.

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang dipimpinnya.

13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi PD.

14. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap PD.

15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah PNS yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.

16. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk dan diserahi
melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap PD.

17. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Setiap Orang yang menyediakan barang,
jasa konsultansi atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah PD atau
Unit Kerja pada PD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening
tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara
dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.

20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditetapkan.

21. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana
transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya
dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD Provinsi.

22. BOS Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan
untuk memenuhi biaya operasioanal yang meliputi biaya pegawai, belanja barang
dan jasa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bagi Sekolah Dasar Negeri
dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang sumber dananya berasal dari APBD
Kota Pontianak.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan penyetoran
pendapatan dan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien,
transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :
a. azas;
b. jenis pembayaran dan pengecualian;
c. pendapatan;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. sanksi administrasi; dan
g. ketentuan penutup.

BAB III
AZAS

Pasal 5

(1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan
berdasarkan asas:
a. efisiensi;
b. keamanan; dan
c. manfaat.

(2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem
Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik
tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.

(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem
pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan
kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem
pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam
pembayaran belanja APBD.



BAB IV
JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu
Jenis Pembayaran

Pasal 6

(1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. belanja tidak langsung meliputi :
1. belanja pegawai;
2. belanja bunga;
3. belanja subsidi;
4. belanja hibah;
5. belanja bantuan sosial;
6. belanja bagi hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. belanja bantuan keuangan dari Provinsi/Kabupaten/ Kota;
8. belanja bagi hasil kepada pemerintah desa;
9. belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kelurahan dan partai

politik; dan
10. belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung :
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang/Jasa; dan
3. Belanja Modal.

c. Pengeluaran Pembiayaan :
1. Pembentukan Dana Cadangan ;
2. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah ;
3. Pembayaran Pokok Utang ; dan
4. Pemberian Pinjaman Daerah.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan
pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Setiap Orang/Badan yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD
dengan Pemerintah Daerah harus memiliki Rekening Bank Umum dan memiliki
Nilai Pokok Wajib Pajak.

(2) Biaya transaksi ditanggung oleh penerima/penyedia barang dan jasa (jika ada).



Bagian Kedua
Pengecualian

Pasal 8

(1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non
Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:
a. pembayaran belanja transport akomodasi kepada masyarakat;
b. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar

daerah;
c. pembayaran untuk pembelian benda pos;
d. belanja jasa kurir/ekspedisi;
e. transaksi belanja barang dan jasa BOS pusat;
f. transaksi belanja BOSDA kurang dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
g. transaksi belanja Badan Layanan Umum Daerah kurang dari Rp.500.000,-

(lima ratus ribu rupiah); dan
h. uang lembur untuk tenaga pegawai harian lepas.

(2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu
Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan seluruh bukti
pembayaran termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENDAPATAN

Pasal 9

(1) Bendahara Penerimaan Membuka Rekening Bendahara Penerimaan pada Bank
Persepsi tempat penyimpanan uang daerah dengan nama Rekening Bendahara
Penerimaan PD.

(2) Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses
penerimaan secara non tunai.

(3) BKD selaku Koordinator Pendapatan Asli Daerah melakukan penyiapan,
pembinaan dan pengawasan atas proses pendapatan secara Non Tunai sesuai
dengan kewenangannya.

(4) Pendapatan yang dilaksanakan secara Non Tunai adalah Pendapatan lebih dari
Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 10

(1) Pembinaan penerapan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Tim yang diketuai
oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan
sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Walikota, perjanjian
kerja sama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan
penerapan Peraturan Walikota ini.



BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh
Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi
dalam kegiatan pengawasan.

(3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai
mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

(1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu
Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Desember 2017
WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 Desember 2017
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

HERRY HADAD

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 81


